PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong - 16913 Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN -
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.4/ - Dikmen

TENTANG :

DIN PENDIRIAN
JALAN RAYA KEN AROK I No.1 KP. PLERED RT 001/012 DESA PABUARAN
KECAMATAN BOJONG GEDE KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR :
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Deerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat
Daerah Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan
MWWWMWMMIH
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 );
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Penngelolaan dan

wmﬂmm Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5105 ) sebagaiman telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
nmmm:mmmusn,

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :

nﬁwwmrm 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
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Peraturan Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun
mmm oleh Pemerintah Daerah;
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Bo-g-:rTlhm Qmw (Lembaran Daerah Kabupaten

Peraturan Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang
WMM(MMMWWH
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2011,

{ Bogor tnrung
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
Kmmsﬁ Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman [jin
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Administrasi
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Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian,
Pmmm:hmlhm
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Direktorat Jenderal Administrasi Umum Nomor : AHU-
ZIJIMGI.MTMHB. mmmumw

mmv Arr¢u
qu.m Arsyil Arafat, Nomor :
003/SK/YPYAA/TIL 2014, hﬁ'- Juni 2014, tentang Pendirian Sekolah
g o g e S
nummmmms tanggal 15 Januari 2015, perihal Permohonan I:ln
_Sl.mhmethwmmm

: 563/341-Penlatkertrans/2015, tanggal, 19 Januari 2015, perihal
Rekomendasi;



PERTAMA

2015, perihal Naskah dalam  rangka
Paningkatan Sumber Dava Siswa, melall Praktek Keria
6. Surat Kamar cdan Industri Kabupaten Nomaor

Nama *:lﬁ-ﬂm“ .
R ety
Kabupaten Bogor;
Studi Keahllan Informasi

8idang rﬂ dan Komunikasi, Bisnis

Program Studi Keahiian : r-:.um

Pakest Keahiian - Teknik Komputer dan Jaringan,
Administrasi Perkantoran.

Muiai Tahun Ajaran . 4 / 2015

Pemberian [jin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku

mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku mmmmmwmﬂm
mmm

mm"mw_m
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atau program pendididan dengan berpedoman kepada Standar Nasional

hum“'l Inpuh peserta didik yang memiiiki
ek
Internasional.



KEEMPAT

Tembusan :

e
-
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e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai
Standar Nasional Pendidikan;
f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik
r atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan
peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak se , dan tidak
digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

Dalam hal pelaksanaan kagig;an pemligkan. satuan pegidikan dimaksud pln:;h
ta I
alamat, berganti yayasan dan atau pu»dam kepada yayasan

maka keputusan ini batal dengan sendirinya mengulang mengajukan
ijin pendirian sekolah baru;

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian tarhadup

plhaklﬂnauupmudldkmum u:anmm

pendidikan, maka segala resiko nm&

mbhpguak pemegang ijin dan kepuu.mn ini dlpat cﬁtlata!knn dan tal
ukum

Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan

KEEMPAT keputusan ini, balk disengaja maupun tidak disengaja sehlng?a
merugikan kewibawaan Pemerintah Kalﬂ:aten ngnr, maka Surat Keputusan ini

batal demi hukum);
Segala blaya yang timbul akibat keputusan ini, menjadi beban

dikeluarkannya
dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;
mumlmmulﬂhummn dltetaplr.an, mm
Keputusan inl akan ;
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